
Jumat,  24  Januari 2020

Penjelasan :

Telah beredar pesan berantai di 

Whatsapp yang menyebutkan bahwa 

bantuan air bersih yang dilakukan 

PDAM Kota Malang diambil dari 

sungai-sungai yang airnya tidak layak 

konsumsi dan kotor.

Faktanya, pihak PDAM Kota Malang 

membantah informasi tersebut. Dilansir 

dari radarmalang.id, kabar yang 

menyebutkan bahwa air bantuan 

berasal dari sungai adalah hoaks. 

Adapun, foto truk-truk tangki itu tengah 

mengisi air di hydrant depan 

perumahan Cempaka Putih. Posisi 

hydrant memang dekat dengan sungai. 

Pihak PDAM memastikan bantuan air 

yang dikirimkan ke masyarakat layak 

konsumsi. Sebab, air diambil langsung 

dari hydrant milik PDAM Kota Malang 

yang tersebar di beberapa titik.

Hoaks

Link Counter :

https://radarmalang.id/heboh-kabar-bantuan-air-diambil-dari-sungai-ini-penjelasan-pdam-kota-

malang/

https://twitter.com/pdammalangkota/status/1220197148517486592

1. Bantuan Air PDAM Malang Diambil dari Air 
Sungai

https://radarmalang.id/heboh-kabar-bantuan-air-diambil-dari-sungai-ini-penjelasan-pdam-kota-malang/
https://radarmalang.id/heboh-kabar-bantuan-air-diambil-dari-sungai-ini-penjelasan-pdam-kota-malang/
https://twitter.com/pdammalangkota/status/1220197148517486592


Jumat,  24  Januari 2020

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook terkait isu penculikan anak di pasangkayu 

dengan modus memberikan uang dan gula-gula (permen) pada korban.

Faktanya menurut Kasat Intelkam Iptu Rahmatullah SE, pihak Polres Mamuju 

Utara menyatakan bahwa masyarakat belum ada yang melaporkan penculikan 

anak ataupun penangkapan penculikan sehingga dipastikan informasi 

penculikan tersebut adalah berita hoaks atau tidak benar.

Hoaks

Link Counter :

https://www.beritabersatu.com/2020/01/polres-mamuju-utara-tegaskan-isu-penculikan-anak-di-

pasangkayu-adalah-hoax/

https://mamujupos.com/isu-penculikan-di-pasangkayu-hoax

2. Penculikan Anak di Pasangkayu

https://www.beritabersatu.com/2020/01/polres-mamuju-utara-tegaskan-isu-penculikan-anak-di-pasangkayu-adalah-hoax/
https://www.beritabersatu.com/2020/01/polres-mamuju-utara-tegaskan-isu-penculikan-anak-di-pasangkayu-adalah-hoax/


Jumat, 24  Januari 2020

Penjelasan :

Beredar surat undangan Rakor Penetapan Calon Penerima & Penandatanganan 

Perjanjian Program Bantuan Dana Hibah TA 2020. Surat undangan yang 

mengatasnamakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi (KEMENDESA) tersebut juga mencatut nama dan tandatangan 

Sekjen Kemendesa Anwar Sanusi.

Setelah ditelusuri, surat yang beredar itu adalah hoaks. Hal tersebut diklarifikasi 

oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

melalui akun Twitternya @PPMD_Official yang menegaskan bahwa surat tersebut 

adalah hoaks atau palsu.

Hoaks

Link Counter :

https://twitter.com/tppkemendes/status/1220276209365291009 

3. Surat Undangan Rakor Penetapan Calon Penerima & 
Penandatanganan Perjanjian Program Bantuan Dana 
Hibah TA 2020

https://twitter.com/tppkemendes/status/1220276209365291009


Jumat, 24  Januari 2020

Penjelasan :

Banyak beredar di media sosial informasi 

tentang uji coba penerapan sistem tilang 

elektronik dengan bantuan perangkat 

CCTV atau biasa disebut E-Tilang. 

Informasi tersebut menyebutkan uji coba 

tersebut akan dilaksanakan dalam waktu 

dekat, tepatnya pada Februari 2020 di 

kota Bangkalan dan Banjarbaru.

Faktanya, narasi hoaks tersebut sering 

beredar hanya saja kota dan jalan tempat 

pemberlakuan uji coba E-Tilangnya yang 

berbeda. Sementara ini pemberlakuan 

sistem E-Tilang masih dalam lingkup 

Jakarta dan sekitarnya dan belum 

diberlakukan di Kota Bangkalan ataupun 

Kota Banjarbaru. Titik E-Tilang dapat 

dilihat pada peta digital seperti aplikasi 

Waze.

Hoaks

Link Counter :

https://twitter.com/HumasResBKL/status/1219491454302580736 
https://www.instagram.com/p/B7px1zelujL/ 
https://www.liputan6.com/otomotif/read/4082577/tilang-elektronik-diperluas-berikut-daftar-penempatan-45-k
amera-baru 
https://otomotif.kompas.com/read/2019/08/15/070200715/lokasi-kamera-tilang-elektronik-bisa-dilihat-lewat-p
eta-digital 

4. Penerapan E-Tilang di Banjarbaru dan Bangkalan

https://twitter.com/HumasResBKL/status/1219491454302580736
https://www.instagram.com/p/B7px1zelujL/
https://www.liputan6.com/otomotif/read/4082577/tilang-elektronik-diperluas-berikut-daftar-penempatan-45-kamera-baru
https://www.liputan6.com/otomotif/read/4082577/tilang-elektronik-diperluas-berikut-daftar-penempatan-45-kamera-baru
https://otomotif.kompas.com/read/2019/08/15/070200715/lokasi-kamera-tilang-elektronik-bisa-dilihat-lewat-peta-digital
https://otomotif.kompas.com/read/2019/08/15/070200715/lokasi-kamera-tilang-elektronik-bisa-dilihat-lewat-peta-digital


Jumat,  24  Januari 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai  di Whatsapp pemasangan CCTV di Simpang 4 lampu merah 

SMPN 1, Masjid Agung dan depan Bharata serta Bank Kalteng yang diklaim digunakan 

sebagai untuk E-Tilang atau pengendara akan dikenakan sanksi denda jika melanggar.  

Dalam pesan berantai tersebut juga disertai dengan gambar lokasi CCTV.

Dilansir dari borneonews.co.id, Polres Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah memberi 

klarifikasi terkait beredarnya informasi tentang pemasangan CCTV untuk E-Tilang atau 

pengendara akan dikenakan sanksi denda jika melanggar, yang dipantau melalui kamera 

tersebut.  Kapolres Kobar AKBP Dharma Ginting melalui Kabag Ops Polres Kobar Kompol 

Boni Ariefianto mengatakan bahwa penerapannya bukan untuk E-Tilang seperti kabar yang 

beredar. Diskominfo Kobar memang benar telah memasang CCTV di beberapa titik ruas jalan 

di dalam Kota Pangkalan Bun, Namun penggunaanya untuk mendukung Smart City 

Pangkalan Bun.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.borneonews.co.id/berita/153938-sanksi-denda-hoaks-pemasangan-cctv-di-kobar-bu

kan-untuk-terapkan-e-tilang

5. Tilang e-CCTV di Simpang 4 Lampu Merah SMPN 1, 
Masjid Agung dan Bank Kalteng

https://www.borneonews.co.id/berita/153938-sanksi-denda-hoaks-pemasangan-cctv-di-kobar-bukan-untuk-terapkan-e-tilang
https://www.borneonews.co.id/berita/153938-sanksi-denda-hoaks-pemasangan-cctv-di-kobar-bukan-untuk-terapkan-e-tilang
https://www.borneonews.co.id/berita/153938-sanksi-denda-hoaks-pemasangan-cctv-di-kobar-bukan-untuk-terapkan-e-tilang


Jumat,  24  Januari 2020

Penjelasan :
Beredar informasi yang menyatakan virus 

corona sudah menyebar dan masuk ke 

Indonesia. Kasus pertama terjangkitnya 

nCov atau virus corona di indonesia berasal 

dari pekerja Huawei warga negara asal China 

yang bekerja di Gedung BRI 2, Benhil, 

Jakarta Pusat. 

Faktanya Menteri Kesehatan Terawan Agus 

Putranto, yang menyempatkan berkunjung 

ke Wisma BRI 2 menyatakan karyawan 

Huawei tersebut hanya radang tenggorokan. 

Ia menjamin, virus corona belum terdeteksi 

masuk ke Indonesia. Menkes Terawan 

menegaskan untuk tidak berasumsi terkait 

penyebaran virus corona, tanpa adanya 

diagnosis yang pasti dari dokter, rumah 

sakit, atau Kementerian Kesehatan. Direktur 

Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk (BRI) Sunarso juga membantah tegas 

adanya virus di lingkungan BRI. Ia 

menyatakan tidak ada pegawai yang 

terbukti mengidap virus tersebut.

Disinformasi

Link Counter :

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4871313/heboh-virus-corona-di-wisma-bri-2-ternyat

a-radang-tenggorokan

https://www.tribunnews.com/kesehatan/2020/01/24/fakta-kabar-virus-corona-menyebar-di-gedu

ng-bri-jakarta-pekerja-huawei-demam-dan-bantahan-menkes?page=2

6. Virus Corona Diduga Sudah Menyebar dan Masuk 
ke Indonesia di Gedung BRI 2

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4871313/heboh-virus-corona-di-wisma-bri-2-ternyata-radang-tenggorokan
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4871313/heboh-virus-corona-di-wisma-bri-2-ternyata-radang-tenggorokan
https://www.tribunnews.com/kesehatan/2020/01/24/fakta-kabar-virus-corona-menyebar-di-gedung-bri-jakarta-pekerja-huawei-demam-dan-bantahan-menkes?page=2
https://www.tribunnews.com/kesehatan/2020/01/24/fakta-kabar-virus-corona-menyebar-di-gedung-bri-jakarta-pekerja-huawei-demam-dan-bantahan-menkes?page=2


Jumat,  24  Januari 2020

Penjelasan :
Beredar di media sosial spanduk berisi penolakan pengurusan jenazah bagi warga yang 

mendukung pembangunan Gereja di Pondok Jagung Timur, Serpong.

Faktanya saat dikonfirmasi pada Kamis, 23 Januari 2020. Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Ferdi 

Iriawan mengatakan jika pihak kepolisian telah memeriksa lokasi dimana spanduk penolakan 

pengurusan jenazah pendukung Gereja dipasang dan memastikan bahwa keberadaan spanduk 

tersebut tidak benar. Menurut Ferdi spanduk itu sebenarnya pernah dipasang di Masjid Al 

Hidayah, Pondok Jagung Timur, Serpong Utara. Akan tetapi pemasangan spanduk itu terjadi 

sekitar dua tahun lalu, sebelum Masjid Al Hidayah direnovasi. 

Disinformasi

Link Counter :

https://humas.polri.go.id/2020/01/23/polisi-pastikan-spanduk-tolak-mandikan-jenazah-pendukun

g-gereja-hoaks/

https://metro.tempo.co/read/1298799/viral-spanduk-tolak-urusi-jenazah-ketua-rw-itu-foto-lama/f

ull&view=ok

7. Spanduk Tolak Mengurusi Jenazah Pendukung 
Pembangunan Gereja di Pondok Jagung Timur, 
Serpong

https://humas.polri.go.id/2020/01/23/polisi-pastikan-spanduk-tolak-mandikan-jenazah-pendukung-gereja-hoaks/
https://humas.polri.go.id/2020/01/23/polisi-pastikan-spanduk-tolak-mandikan-jenazah-pendukung-gereja-hoaks/
https://metro.tempo.co/read/1298799/viral-spanduk-tolak-urusi-jenazah-ketua-rw-itu-foto-lama/full&view=ok
https://metro.tempo.co/read/1298799/viral-spanduk-tolak-urusi-jenazah-ketua-rw-itu-foto-lama/full&view=ok


Jumat,  24  Januari 2020

Penjelasan :
Tengah marak menjadi pembahasan terkait 

adanya upaya Omnibus Law melalui 

Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, yang 

diisukan akan berdampak pada 

penghapusan kewajiban sertifikasi halal. 

Menanggapi isu tersebut Menteri Agama RI, 

Fachrul Razi memberi bantahan. Ia 

menjelaskan sertifikasi halal bukan dihapus, 

melainkan untuk membatasi tanggal waktu 

sertifikasi halal. Selebihnya Direktur Eksekutif 

Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah juga 

memastikan RUU Omnibus Law tidak 

menghapus pasal kewajiban melakukan uji 

sertifikasi kehalalan suatu produk. Kepala 

Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPJPH), Mastuki turut menambahkan RUU 

tentang Omnibus Law merupakan upaya 

menyederhanakan regulasi dan tidak ada 

penghapusan sertifikat halal.

Disinformasi

Link Counter :
https://www.riaunews.com/nasional/menag-bantah-ada-penghapusan-pasal-sertifikasi-halal/

https://bengkulu.antaranews.com/nasional/berita/1260079/bpjph-omnibus-law-tak-hapus-kewajiban-serti

fikasi-halal?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews

https://www.jpnn.com/news/ruu-omnibus-law-tidak-menghapus-pasal-kewajiban-sertifikasi-halal

8. Jurus Omnibus Law Jokowi Hapuskan Kewajiban 
Sertifikasi Halal

https://www.riaunews.com/nasional/menag-bantah-ada-penghapusan-pasal-sertifikasi-halal/
https://bengkulu.antaranews.com/nasional/berita/1260079/bpjph-omnibus-law-tak-hapus-kewajiban-sertifikasi-halal?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
https://bengkulu.antaranews.com/nasional/berita/1260079/bpjph-omnibus-law-tak-hapus-kewajiban-sertifikasi-halal?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
https://www.jpnn.com/news/ruu-omnibus-law-tidak-menghapus-pasal-kewajiban-sertifikasi-halal

